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ABSTRAK 
Perjanjian merupakan suatu timbal balik, karena perjanjian pada hakikatnya 
merupakan dua sudut yang tidak dapat dipisahkan. antaranya adalah kedua belah 
pihak saling mengikatkan diri untuk  memperoleh hak dan kewajiban dari 
perjanjian, begitupun sebaliknya. suatu perjanjian tidak boleh ada pihak yang 
dirugikan. dan tidaklah mungkin salah satu pihak sepakat untuk dirugikan oleh 
pihak lain. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui problematika dan akibat 
hukum perjanjian Multi Level Marketing antara PT. Duta Network Indonesia 
dengan kalangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode 
penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode 
pengumpulan data dengan studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan 
kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Lokasi penelitian di 
area Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian ini mengenai 
problem/masalah dan akibat hukum dalam perjanjian MLM tentang tidak 
mencantumkan tanda tangan dan peraturan yang diperlukan, serangkaian tipu 
daya dan adanya suatu wanprestasi yang terjadi akibat pembatalan sepihak.  
Kata Kunci : problematika perjanjian, akibat hukum, wanprestasi 
ABSTRACT 
The covenant is a reciprocity, because the covenant is essentially two inseparable 
angles. between whom the two parties bind themselves to the rights and 
obligations of the treaty, and vice versa. An agreement must not be harmed. And 
it is impossible that one party will agree to be harmed by another. This study aims 
to determine the problematic and legal consequences of Multi Level Marketing 
agreement between PT. Duta Network Indonesia with Students at Muhammadiyah 
University of Surakarta. This method of the studyuse empirical law research 
method. Method of data collection with field study (interview) and literature study 
then analyzed by qualitative data analysis method. The location of thestudy in the 
area of Muhammadiyah University of Surakarta. The results of the study on the 
problems / problems and legal consequences of the MLM agreement on not 
mentioning the necessary signatures and regulations, a series of deceptions and 
the existence of a default due to unilateral cancellation. 
Keywords: problematic agreements, legal consequences, breach of contract. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Bisnis online atau yang sering disebut bisnis internet, merupakan suatu 
usaha yang melalui internet biasanya menggunakan blog atau situs sebagai media 
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untuk mempromosikannya. dalam bisnis online adalah bisnis yang dilakukan 
dengan bekerja dirumah dan pengguna dapat menghasilkan uang dengan waktu 
yang tidak menentu. masyarakat sering tergiur untuk bergabung pada bisnis ini, 
sehingga banyak yang akhirnya menjadi korban penipuan dan lain-lain. kemudian 
masyarakat akan merasa dirugikan ketika bisnis yang dijalankan itu mengalami 
stagnan, tidak berkembang dan merasa ditipu. dalam hal ini tidak semua bisnis 
online itu baik, ada beberapa bisnis yang investasinya berujung pada penipuan, 
hal ini pengguna harus mempelajarinya sebelum melakukannya untuk 
menghindari penipuan yang tidak diinginkan. 
 Bisnis yang diantaranya rentan dengan adanya Penipuan yaitu seperti 
Bisnis MLM (Multi Level Marketing) adalah bisnis didalam jaringan yang 
sistemnya sangat berbeda dengan sistem bisnis konvensional. produk yang dijual 
pada bisnis MLM biasanya dipasarkan oleh orang yang ada dalam jaringan 
tersebut. ketika sesorang bergabung dengan suatu bisnis MLM, harus ada suatu 
produk yang dijual baik berupa fisik maupun digital yang dibutuhkan banyak 
orang. strategi pemasaran MLM sendiri itu berjenjang atau berantai, di mana 
penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualannya, tetapi 
juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut.  
Dalam Dunia kampus khususnya di Daerah Univeritas Muhammadiyah 
Surakarta dalam hal ini PT. Duta Network Indonesia (DNI), MLM ini menjamur 
Pesat yang biasanya target mereka adalah mahasiswa baru dan belum paham 
sekali dengan Bisnis MLM. PT. Duta Network Indonesia (DNI) ini berlokasi di 
Solo yang bergerak di bidang jual beli suatu barang dan jasa. Dalam prakteknya, 
MLM pergunakan suatu perjanjian dalam bentuk kontrak baku yang bersifat 
tertulis dan standar. Formatnya sudah dicetak dalam bentuk formulir-formulir 
yang sudah di siapkan oleh pihak perusahaan MLM. Hal tersebut digunakan untuk 
mempermudah operasi bisnis, mengurangi ongkos ongkos, karena dalam bisnis 
MLM itu melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak. 
Mengikat atau tidaknya suatu perjanjian terhadap para pihak, dapat dilihat 
dengan menguji instrumen pada pasal 1320 KUHPerdata. suatu kontrak tidak 
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memenuhi syarat sahnya perjanjiian pada pasal 1320 KUHPerdata akan 
menimbulkan akibat-akibat Sebagai berikut :
1
 
a.  "noneksistensi", artinya tidak ada kontrak atau tidak ada kesepakatan. 
b. "vernietigbaar", artinya perjanjian dapat dibatakan, yang berarti hal ini terkait 
dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif(syarat 1 dan 2), sehingga perjanjian 
tersebut dapat dibatalkan. 
c.  "Nietig", perjanjian batal demi hukum. yang berarti hal ini terkait dengan tidak 
terpenuhinya syarat objektif(syarat 3 dan 4), sehingga perjanjian tersebut batal 
demi hukum. 
Cacat kehendak (wilsgebreke) dalam kesepakatan terjadi jika terdapat 
keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur kekeliruan/kesesatan 
(dwaling), kekerasan/paksaan (berdreiging, dwang), dan penipuan (bedrog) dalam 
kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1322 sampai pasal 1328 KUHPerdata. 




2. METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. 
Pada metode penelitian hukum empiris. Empiris ini memiliki maksud yaitu 
peneliti akan menggunakan cara untuk menguji keyakinannya dengan mengolah 
data primer yang menunjang penelitian ini. Artinya pendapat atau keyakinan 
subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif.
3
 
Penelitian ini digunakan untuk mengkaji perjanjian Multi Level Marketing 
(MLM) yang kemudian dibenturkan dengan suatu peraturan, dan dengan 
dilakukan studi lapangan (wawancara) untuk mengetahui masalah yang terjadi 
                                                          
1
   Muhammad Syaifuddin, 2012,  Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Prespektif 
Filsafat, Teori Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung : 
Mandar Maju. hal. 111 
 
2
  Ibid., hal. 117 
3
  Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 
Hukum UMS, hal 54.   
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pada perjanjian Multi Level Marketing (MLM) dan dibenturkan dengan yang 
seharusnya terjadi.  
3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Problematika Perjanjian Multi Level Marketing (MLM) Antara PT. 
DNI Dan Nasabah Di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
      Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi masalah dalam perjanjian MLM 
antara PT. Duta Network Indonesia (DNI) dengan nasabah dikalangan mahasiswa 
UMS : 
      Pertama, Berdasarkan formulir biru yang digunakan sebagai sarana perjanjian 
PT. DNI berisi data Identitas member, data bank calon member, data aktivasi dan 
password, informasi tambahan, tanggal dan tanda tangan pemohon harus ada 
kedua belah pihak yang membubuhkan tanda tangan akan tetapi pada formulir 
tersebut hanya tercantumkan nama pemohon atau calon member dan tidak 
mencantumkan peraturan-peraturan apa yang harus dilakukan (prestasi) dan apa 
yang tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini  seseorang melakukan perjanjian harus 
dengan beberapa ketentuan salah satunya yaitu perjanjian tertulis atau akta 
dibawah tangan yang dijelaskan pada KUHPerdata pasal 1874, dengan kata lain 
jadi akta dibawah tangan ini semata-mata dibuat antara para pihak yang 
berkepentingan, dan yang terpenting dalam kontrak dibawah tangan terletak pada 
tanda tangan para pihak.
4
  
      Dalam hal ini walaupun perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang  dibuat 
oleh salah satu pihak akan tetapi ada beberapa hal yang penting, bahwa yang 
mendasari perjanjian baku ialah asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam 
pasal 1338 KUH Perdata. 
5
 Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan 
                                                          
4
   Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., hal. 138 
5
  Lina Jamilah, Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standart Baku, Fh.Unisba. Vol. 
Xiii. No. 1 Maret – Agustus 2012. hal. 235-236 
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para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah 
sah apabila menganut asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak- dan 
mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-
undang.6 
      Ke-dua, Pada saat menghubungi target, downline dilatih sesuai buku panduan 
yang di peroleh setelah memutuskan bergabung dengan PT. DNI, kemudian 
downline tidak diperbolehkan langsung memberikan maksud dan tujuannya 
ditelepon seperti membuat calon member penasaran dengan bisnisnya. Dengan 
kata-kata yang membuat member percaya, ingin mengetahui tentang bisnisnya, 
dan biasanya member memberikan kesan sedang terburu-buru.
7
 Seperti dijelaskan 
tersebut seorang downline diminta untuk memberikan rasa penasaran, tanpa 
menjelaskan maksud dan tujuannya di telepon.  
      Ke-tiga, Ada beberapa oknum member PT DNI yang memanfaatkan hal 
tersebut untuk mendapatkan member yang sebanyak-banyaknya, penampilan yang 
berubah secara signifikan dari seorang member  dan selain itu dengan mentraktir 
sesorang calon member untuk menunjukan kesuksesan, tidak sedikit yang terjebak 
dengan kebohongan dan tipu daya tersebut. Dalam hal ini penipuan adalah 
gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada puhak 
yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan 
harus ada serangkain kebohongan (samenweefsel van verdichtselen), serangkain 
cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu.                  
      Ke-empat, seorang member tingkat atas yaitu seorang master leader, master 
leader adalah member tingkat atas yang memiliki penghasilan lebih dari 500 juta, 
ia telah diblokir dari PT. DNI karena memiliki usaha sampingan menjadi seorang 
mentor. Dalam perjanjian di formulir biru yang telah diisi sama sekali tidak ada 
klausul yang menerangkan ketidakbolehan seseorang member untuk mempunyai 
                                                                                                                                                               
 
6
  Hukumonline.com, rabu 26 maret 2014 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-
mengandung-klausula-eksonerasi diunduh 11 oktober 2017 pukul 21.35 
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 Dwi anis, Mantan anggota PT.DNI, Mahasiswa fakultas Biologi Universitas Muhammadiyah 





 Dalam hal ini menimbulkan wanprestasi di karenakan 
pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak yang membuat kerugian terhadap 
pihak yang lain.  
      Ke-lima, Pada realitanya PT. DNI merupakan sebuah perusahaan berbasis 
Multi level marketing, tetapi berdalih bahwa PT. DNI bersistem networking yang 
berbeda dengan MLM. jika MLM memakai sistem networking, akan tetapi kalau 
networking belum tentu MLM. PT. DNI pada kenyataannya menggunakan 
pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang sering disebut 
dengan istilah up line (tingkat atas) dan down line (tingkat bawah), sesuai dengan 
definisi MLM.  
3.2 Akibat Hukum dari suatu perjanjian Multi Level Marketing  (MLM) 
antara PT. DNI dan Nasabah di Kalangan Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang 
disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah 
ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 
      Adanya Akibat hukum dari problematika perjanjian MLM antara PT. Duta 
Network Indonesia dengan Nasabah/Member yang merupakan Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, ialah sebagai berikut : 
      Pertama, Berdasarkan kebiasaan menggunakan formulir sebagai perjanjian 
kedua belah pihak, seharusnya kalaupun itu merupakan sebuah kontrak baku 
tetapi mewajibkan dalam formulir tersebut untuk mencantumkan peraturan 
perusahaan yang harus dipatuhi oleh para pihak. karena dalam prinsip perjanjian 
baku pada poin (c) bahwa Prinsip kewajiban membaca (duty to read) dan, karena 
pada perjanjian baku juga diserap dari asas-asas hukum perjanjian biasa yang 
diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, selain itu perjanjian baku dalam pasal 1 
                                                          
8
 Dian Lusi, Mantan anggota PT. DNI,  Mahasiswa fakultas Manajemen Universitas 
Muhammadiyah surakarta, Wawancara pribadi, surakarta 20 september 2017, pukul 10.30 WIB 
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angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Klausula baku menjadi tidak 
patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, 
suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme disepakati oleh 
kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian 
tersebut sebagai undang-undang.
9
 Dalam hal ini mengakibatkan perjanjian 
tersebut Vernietigbaar, artinya Perjanjian dapat dibatalkan, jika kontrak tersebut 
timbul karena kecacatan karena adanya kehendak (wilsgebreke), hal ini berkaitan 
dengan syarat subjektif dalam perjanjian. 
      Kedua, Dalam strategi dalam mendapatkan calon member baru dengan 
berbagai cara, yaitu sebagai berikut : 
a. Dengan menghubungi calon member dengan adanya tipu daya untuk bertemu 
dengan calon member, misalnya dengan kata-kata yang membuat member 
percaya, ingin mengetahui tentang bisnisnya, dan biasanya member memberikan 
kesan sedang terburu-buru. Berdasarkan kata-kata yang menyesatkan calon 
member untuk tertarik dengan bisnis yang disebutkan dengan tidak dijelaskan 
secara detail, disini awal dari perjanjian sendiri sudah masuk ke serngkaian tipu 
daya untuk mengelabui calon member. 
b. Ada beberapa oknum member PT DNI yang untuk mendapatkan member yang 
sebanyak-banyaknya, salah satunya menunjukan perubahan strata dari yang 
sebelumnya biasa saja menjadi terlihat lebih sukses, misalnya perubahan 
penampilan, dan sering mentraktir teman. dalam hal ini penampilan merupakan 
awal untuk membuat seseorang lebih tertarik dan mentraktir sesorang calon 
member untuk menunjukan kesuksesannya juga trik yang ampuh untuk menarik 
minat calon member, tidak sedikit yang terjebak dengan Kebohongan tersebut. 
c. PT. Duta Network Indonesia yang kenyataannya sebuah perusahaan berbasis 
Multi level marketing, tetapi mereka berdalih bahwa bersistem Networking yang 
                                                          
9
  Hukumonline.com, rabu 26 maret 2014 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-
mengandung-klausula-eksonerasi diunduh 11 oktober 2017 pukul 21.35  
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berbeda dengan MLM. jika MLM memakai sistem Networking, akan tetapi kalau 
networking belum tentu MLM. PT. DNI pada kenyataannya menggunakan 
pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang sering disebut 
dengan istilah up line (tingkat atas) dan down line (tingkat bawah), sesuai dengan 
definisi MLM. Dalam hal ini perjanjian tersebut mengakibatkan Vernietigbaar, 
artinya kontrak dapat dibatalkan, jika kontrak tersebut timbul karena kecacatan 
karena adanya kehendak (wilsgebreke), dalam hal ini karena adanya serangkaian 
penipuan. 
      Ketiga, member yang diblokir dari PT. DNI karena memiliki fokus lain atau 
memiliki usaha lain menjadi seorang mentor, Pada perjanjian di formulir biru 
yang telah diisi sama sekali tidak ada klausul yang menerangkan ketidakbolehan 
seseorang member untuk mempunyai usaha yang lain. dalam hal ini menimbulkan 
wanprestasi yang dilakukan PT. DNI terhadap member, Pihak yang merasa 
dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut  pemenuhan perjanjian, atau 
meminta ganti kerugian, ganti kerugian itu bisa berupa biaya yang nyata-nyatanya 
keluar dan keuntungan yang didapatkan dari perjanjian tersebut. 
 4 PENUTUP 
  4.1 KESIMPULAN 
1. Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi masalah dalam perjanjian MLM 
antara PT. Duta Network Indonesia (DNI) dengan nasabah dikalangan mahasiswa 
UMS, yaitu pertama, formulir biru yang digunakan sebagai sarana perjanjian PT. 
DNI tercantumkan nama pemohon atau calon member dan tidak mencantumkan 
peraturan yang harus dipatuhi. Ke-dua, member tidak langsung memberikan 
maksud dan tujuannya ditelepon ketika menghubungi calon member tetapi dengan 
membuat calon member penasaran dengan bisnisnya. Ke-tiga, oknum member PT 
DNI yang memanfaatkan penampilan sebagai alat untuk menarik member dan 
selain itu dengan cara mentraktir seseorang calon member untuk menunjukan 
kesuksesannya di PT. DNI. Ke-empat, seorang member tingkat atas yaitu seorang 
master leader, ia diblokir dari PT. DNI karena memiliki usaha sampingan menjadi 
seorang mentor. Dalam perjanjian di formulir biru yang diisi tidak ada klausul 
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ketidakbolehan seseorang member untuk mempunyai usaha lain. Ke-lima, PT. 
DNI merupakan sebuah perusahaan berbasis Multi level marketing, tetapi berdalih 
bahwa PT. DNI bersistem networking. Pada kenyataannya PT. DNI menggunakan 
pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), seperti up line 
(tingkat atas) dan down line (tingkat bawah), sesuai dengan definisi MLM.  
2. Akibat hukum dari perjanjian MLM antara PT. Duta Network Indonesia dengan 
nasabah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu pertama, 
berdasarkan formulir biru sebagai sarana perjanjian kedua belah pihak, seharusnya 
jika perjanjian itu merupakan kontrak baku, maka wajib dalam formulir 
mencantumkan peraturan perusahaan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Dan ini 
mengakibatkan perjanjian tersebut Vernietigbaar, artinya perjanjian dapat 
dibatalkan. Ke-dua, menggunakan strategi untuk memperoleh calon member, 
yaitu a. Dengan menghubungi calon member dengan adanya tipu daya untuk 
bertemu dengan calon member, dengan kata-kata yang menyesatkan calon 
member untuk berminat dengan bisnis ini, karena tidak dijelaskan secara detail.  
b. Ada beberapa oknum member PT DNI yang memanfaatkan penampilan sebagai 
alat untuk menarik member yang sebanyak-banyaknya dan selain itu dengan cara 
mentraktir sesuatu kepada calon member untuk menunjukan kesuksesannya di PT. 
DNI. c. PT. Duta Network Indonesia yang kenyataannya sebuah perusahaan 
berbasis Multi level marketing, tetapi berdalih karena PT. DNI bersistem 
Networking. Perjanjian ini mengakibatkan Vernietigbaar, artinya kontrak dapat 
dibatalkan, dalam hal ini karena adanya serangkaian penipuan. Ke-tiga, 
problematika member yang diblokir dari PT. DNI karena memiliki usaha lain 
untuk menjadi seorang mentor. Dalam hal ini menimbulkan wanprestasi yang 
dilakukan PT. DNI terhadap member karena pembatalan perjanjian secara 
sepihak, pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut 
ganti kerugian, ganti kerugian itu bisa berupa biaya yang nyata-nyatanya keluar 
dan keuntungan yang didapatkan dari perjanjian tersebut. 
  4.2 SARAN 
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Pertama, kepada semua pihak yang sedang atau akan bergabung dengan 
bisnis multi level marketing (MLM) bahwa perlunya memahami secara detail  
bisnis yang diikutinya. Bila dari kalangan yang awam, tentu bisa lebih berperan 
aktif menanyakan hal-hal yang belum diketahuinya. Pertanyaan tersebut dapat 
diajukan pada seseorang yang lebih paham tentang bisnis MLM, sehingga suatu 
saat nanti tidak mengakibatkan kekhilafan. 
Kedua, pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan yang telah di buat dan di legalisasi agar berjalan 
sesuai dengan yang seharusnya. Terutama peraturan yang berkaitan dengan bisnis 
Multi Level Marketing (MLM), Sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat 
merugikan masyarakat luas. Ketika terjadi pelanggaran, maka pemerintah wajib 
melakukan tindakan tegas agar pelanggaran peraturan tidak lagi terjadi. 
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Bapak dan Ibuk saya tercinta atas doa dan dukungan dengan penuh 
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Mahasiswa Fakultas Hukum  UMS angkatan tahun 2013, terimakasih atas do’a, 
dorongan dan semangatnya, yang telah memberikan motivasi saya untuk 
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